
 

 

 
WALIKOTA YOGYAKARTA 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA 

NOMOR   5  TAHUN 2023 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 80 TAHUN 2018 

TENTANG PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA YOGYAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, 

dan sejahtera perlu didukung dengan penyelenggaraan 

negara di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang 

bersih dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme; 

  b. 

 

 

 

 

c. 

 

 

 

 

d. 

bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum 

terhadap penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah 

Kota Yogyakarta dalam menyampaikan laporan harta 

kekayaan penyelenggara negara perlu memperluas cakupan 

wajib lapor serta mekanisme sanksi; 

bahwa Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2018 tentang 

Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di 

Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta memerlukan 

penyempurnaan untuk mengakomodir kebutuhan hukum 

daerah; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Walikota tentang Perubahan Peraturan Walikota 

Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelaporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota 

Yogyakarta; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 

Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

859); 

SALINAN 



 

 

 

 

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6841); 

    

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 80 TAHUN 2018 

TENTANG PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA 

NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA. 

 
 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2018 

tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah 

Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 81), diubah 

sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 4 

 

(1)Penyelenggara Negara wajib melaporkan LHKPN. 

(2)Wajib Lapor LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai 

berikut: 

a. Walikota; 

b. Wakil Walikota; 

c. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (setingkat Eselon II); 

d. Direktur RSUD; 

e. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah; 

f. Kepala Kantor; 

g. Mantri Pamong Praja; 

h. Jabatan Administrator (setingkat Eselon III); 

i. Jabatan Fungsional Auditor; dan 

j. Jabatan Pelaksana Bendahara. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 10 

 

Wajib lapor LHKPN yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dikenakan sanksi sebagai berikut: 

a. Walikota dan Wakil Walikota dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 

b. Wajib lapor yang berstatus PNS dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS. 

 

 

Pasal II 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta. 

 

 

 

Ditetapkan di Yogyakarta 

pada tanggal  20 Januari  2023 

 

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA, 

 

                                                                ttd 

 

                             SUMADI 

 

Diundangkan di Yogyakarta 

pada tanggal 20 Januari 2023 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, 

 

                                  ttd 

 

AMAN YURIADIJAYA 

 

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR  5 
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